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PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR "' TAHUN 2013
TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGANGGARAN PEMERINTAH

KABUPATEN TASIKMALAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

: bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan mengenai
administrasi pengelolaan keuangan sebagaimana diatur dalam
Pasal 330 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Sistem dan
Prosedur Penganggaran Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;

3

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabhun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbenda-
haraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 43355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);




10.

il

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Lavanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 0§54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 113G, Taimbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4738);



Menetapkan :

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun

2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Tasikmalaya;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG SISTEM DAN
PROSEDUR PENGANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN
TASIKMALAYA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tasikmalaya dan perangkat Daerah
Kabupaten Tasikmalaya.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

4. Sistem dan Prosedur Penganggaran adalah langkah-langkah dan tahapan-
tahapan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

BAB li
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Sistem dan Prosedur Penganggaran Kabupaten Tasikmalaya meliputi :
a. tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
b. tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan;




c. tata cara Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud penyusunan Sistem dan Prosedur Penganggaran ini adalah untuk
mengatur langkah-langkah dan prosedur dalam rangka meningkatkan kualitas
pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Pasal 4

Tujuan penyusunan Sistem dan Prosedur Penganggaran ini adalah untuk
memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan.

BAB IV
SISTEM DAN PROSEDUR PENGANGGARAN

Pasal 5

Sistem dan Prosedur Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri

dari:

a. penyusunan KUA PPAS;

b. penyiapan Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana
Kerja Anggaran Perubahan (RKAP);

Cc. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Anggaran
Perubahan (RKAP) SKPD maupun PPKD;

d. penyiapan Rancangan Peraturan Daerah APBD;

e. pembahasan Rancangan Peraturan Daerah APBD dan Penyusunan
Rancangan Peraturan Bupali ieniang Penjabaran APBD;

f. evaluasi Rancangan Peraturan Daerah APBD dan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran APBD;

g. penetapan Peraturan Daerah APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
APBD;

h. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat
Daerah;

i. pergeseran anggaran.

Pasal 6

Rincian dan/atau wuraian mengenai Sistein dan Prosedur penganggaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantuimn dalam Lampiran sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 14 Mei 201 3

/} BUPATI TASIKMALAYA,
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Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 1 5 Mei 201 3
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KABUPATEN TASIKMALAYA
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